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Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan 
memasang gigi tiruan lepasan. Tukang gigi harus mendapatkan izin dari 
pemerintah untuk menjalankan pekerjaanya. Dalam menjalankan pekerjaannya 
tanpa adanya izin dan tidak mematuhi peraturan perundang – undangan yang 
berlaku dapat membawa dampak buruk yang di timbulkan. Permasalahan yang 
muncul dalam penulisan hukum ini adalah adanya malpraktek. Malpraktek 
tersebut yaitu menjalankan pekerjannya sebagai tukang gigi tidak sesuai dengan 
wewenang yang diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, 
Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi dan tidak terdapat izin dari 
pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya. Melebihi kewenangan tersebut 
seperti melakukan pemasangan kawat gigi, pencabutan gigi, dan bentuk lainnya 
yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi. Penelitian ini 
mengunakan metode penelitian hukum normatif yang ditinjau dari KUHP, 
Permenkes No. 39 Tahun 2014, dan Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran. Hasil dari penelitian skripsi ini masih banyak tukang 
gigi dalam menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang 
diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 dan tidak memiliki izin untuk 
menjalankan usahanya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Permenkes 
No. 39 Tahun 2014 lebih baik dari Permenkes yang sebelumnya Permenkes No. 
339/MENKES/PER/IX/2011, karena lebih jelas akan batasan pekerjaan yang di 
lakukan Tukang Gigi. Serta Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
40/PUU-X/2012, tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang – undang No. 
29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran apabila telah mendapatkan izin dari 
pemerintah. Penulis menyarankan agar sosialisasi Permenkes No. 39 Tahun 2014 
ini lebih di tingkatkan dan melakukan pengawasan secara berkala di lapangan. 
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Dental artisan is a person who has the ability to make a dentures which can be 
installed or removed. Dental artisans must obtain permission from the government 
to carry out their work. In carrying out their work without permission and not 
complying with applicable laws and regulations, it can bring adverse impacts. The 
problem that arises in writing this law is the existence of malpractice. The 
malpractice which is carrying out its work as a dental artisan is not in accordance 
with the authority regulated in Permenkes No. 39 of 2014 concerning 
Development, Supervision and Licensing, Work of Dentists and there is no 
permission from the government in carrying out their work. Exceeding this 
authority such as placing braces, extracting teeth, and other forms that should only 
be done by dentists. This study uses a normative legal research method in terms of 
the Criminal Code, Permenkes No. 39 of 2014, and Law No. 29 of 2004 
concerning Medical Practice. The results of this thesis research are still many 
dental artisans in carrying out their work not in accordance with the authority 
regulated in Permenkes No. 39 of 2014 and does not have permission to run a 
business. In this study it can be concluded that Permenkes No. 39 of 2014 is better 
than the previous Permenkes, Permenkes No. 339 / MENKES / PER / IX / 2011, 
because it is clearer about the limitations of the work done by a dental artisan. 
Based on the Constitutional Court Decision No. 40 / PUU-X / 2012, dental artisan 
is declared not violating Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice if it has 
obtained permission from the government. Author suggests that the socialization 
of Permenkes No. 39 of 2014 is more enhanced and conduct regular supervision 
in the field. 
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